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A Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan
Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur,
Bupat dan Walkota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah
Penggant: Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2014 tentang Pemiithan Gubernur, Bupati, dan
Wallkota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemillhan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupab Dan
Wakil Bupati, Serta Wal Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagaimana teiah diubah terakhir
melalui Peraturan Badan Pengawas Pemillhan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wah Kota Dan Wakil Wal Kota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum,

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupan, serta Wail Kota dan Wakil Wali Kota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati. Serta Wah Kota dan Wakil Wal Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemihhan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupat dan Wakil Bupat, Serta Wal Kota dan Wakil Wah Kota yang terjadi
secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif



7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemiihan Umum;

8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemiihan Gubermur dan Wakil Gubernur, Bupat dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024,

g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencaionan Gubernur
Dan Waki! Gubemur, Bupati Dan Waki! Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wahkota:

B Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 maka Badan Pengawas
Pemilthan Umum (Bawas/u) Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai berkut

1 Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilinan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten

a) Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupat dan Walkota Menjadi Undang-Undang,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubermnur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang, yang berbunyi

(3) Pengawasan penyeienggaraan permiihan Bupati dan Wakil Bupali, serta peruithan
Walikota dan Walkil Wahkota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa
Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi

Bawaslu, Bawasilu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaternv/Kota bertugas melakukan
pencegahan terhadap:

a pelanggaran Pemiiu termasuk praktik politik uang,; dan

b sengketa proses Pemulu.

2 Peraturan mengenai pengawasan tahapan Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemiiihan
Gubermur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten:

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Repubiik
indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilinan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupat dan Wakil Bupat, serta Wal
Kota dan Wakii Wali Kota, yang berbunyi:

(1) Pengawasan tahapan pencalonan Permlihan memadi tanggung jawab bersama
Bawasliu. Bawaslu Prowinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar



(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang
meliputi’
a pendaftaran pasangan calon,
b penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon, dan
¢ penetapan pasangan calon.

3 Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pencalonan dalam Penyeienggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakii Walikota
Tahun 2024
Lampiran | Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wahkota Dan Wakii Walkota,
sebagai benkut

& Pemenksaan Kesehatan jadwal awal pada Han Selasa, 27 Agustus 2024 dan jadwal
akhir pada Han Senin. 2 September 2024

C Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pencalonan Gubermnur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Waiikota dan
Wakil Walikota:

Pasal 94

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran

a KPU menyusun pedoman teknis pemenksaan kesehatan Pasangan Calon berkoordinasi
dengan kementenan yang menyelenggarakan urusan pemenntahan di bidang kesehatan
dan badan yang melaksanakan tugas pemenntahan di bidang pencegahan,
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikofropika, prekursor,
dan

b KPU Provinsi dan KPU Kabupsten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang
menyelenggarakan urusan pemenntahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang
melaksanakan tugas pemenntahan d bidang pencegahan, pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor untuk
1 memperoieh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat

pelaksanaan pemenksaan kesehatan Pasangan Calon; dan

2 menyusun tim pemenksa kesehatan Pasangan Calon

Pasai 110

(1) Pemenksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Caion yang telah menenma surat
pengantar pemenksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2).

(2) Tim pemenksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b angka 2
melakukan pemenksaan kesehatan jasmarn, rohani, dan bebas dan penyalahgunaan
narkofika terhadap Pasangan Calon

(3) Tim pemenksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemenksaan kesehatan @asmarn.
rohani. dan bebas dan penyalahgunaan narkotika Pasangan Caion

(4) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} menyatakan calon
a mampu atau lidak mampu secara jasmani dan rohani, dan
b tenndikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika

(5 Tim pemenksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemenksaan kesehatan
sebagarmana dimaksud pada ayat (3) sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan
Pasangan Calon kepada KPU Provins: atau KPU Kabupaten/Kota.

{6) Kesimpuian hasil pemenksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat
final

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar



Pasal 111

Setelah menenma kesimpulan hasii pemenksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110 ayat (6), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membenkan tanda tenma dan
benta acara kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung

D Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat Tahun 2024 sebagai
perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegnitas demi menjamin
konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang efektif dan
efisien di wilayah Kabupaten Takalar. Maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada
KPU Kabupaten Takalar untuk mematuhi tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kena samanya diucapkan

terima kasih

Tembusan:

1. Yih. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Seiatan di Makassar, sebagai laporan
2. Arsip.
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